SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

: bahwa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 dan untuk melaksanakan ketentuan
dalam Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah  diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu
menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

dengan Peraturan Daerah.

1; Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);



10.

11.

12,

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 125);

Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Tahun 2017 Nomor 5).



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

. PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 berupa Laporan

Keuangan memuat:

a.

b.

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

. Neraca;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a,
Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.

b.

Pendapatan Rp2.232.580.219.814,41
Belanja dan Transfer Rp2.454.188.857.402,03
Surplus/(Defisit) (Rp221.608.637.587,62)
. Pembiayaan:
1. Penerimaan Rp 361.674.577.270,52
2. Pengeluaran Rp 0,00

Pembiayaan Netto Rp361.674.577.270,52



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,

sebagai berikut:

a

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
(Rp128.254.616.977,73) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp2.360.834.836.792,14

2. Realisasi Rp2.232.580.219.814,41

Selisih lebih /(kurang) (Rp128.254.616.977,73)
Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah
(Rp609.013.391.156,34) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah Rp 3.063.202.248.558,37

perubahan

2. Realisasi Rp 2.454.188.857.402.03
Selisih lebih/(kurang) (Rp 609.013.391.156,34)

Selisih  Anggaran dengan  Realisasi  Surplus/Defisit  sejumlah
(Rp480.758.774.178,61), dengan rincian sebagai berikut:

Surplus/Defisit setelah Perubahan (Rp 702.367.411.766,23)
Realisasi (Rp 221.608.637.587,62)
Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 480.758.774.178,61)

. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah

(Rp340.692.834.495,71) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 702.367.411.766,23
setelah perubahan
2. Realisasi Rp 361.674.577.270,52
3. Selisih lebih/(kurang) (Rp 340.692.834.495,71)

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah

Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
setelah perubahan

2. Realisasi Rp 0,00
Selisih lebih /(kurang) Rp 0,00

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
(Rp340.692.834.495,71) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Rp 702.367.411.766,23
perubahan
2. Realisasi Rp 361.674.577.270,52
Selisih lebih /(kurang) (Rp 340.692.834.495,71)




Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal
1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember
2017 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Rp 361.687.505.142,55

b. Penggunaan SAL  sebagai Penerimaan Rp 361.687.505.142,55
Pembiayaan Tahun Berjalan

Sub Total Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran
(SILPA/SIKPA) Rp 140.065.939.682,90
Sub Total Rp 140.065.939.682,90
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp 0,00
Sebelumnya
e. Lain-lain Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 140.065.939.682,90
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk
Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 sebagai
berikut:

a. Kegiatan Operasional

Pendapatan Rp 2.182.214.401.469,47
Beban Rp 1.861.158.719.195,95
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Rp 321.055.682.273,51

b. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non (Rp 4.150.117.563,58)
Operasional
(1) Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Rp 316.905.564.709,93
Biasa
c¢. Pos Luar Biasa Rp 2.256.445.157.273,91

(2) Surplus/(Defisit)-LO Rp  2.573.350.721.983,85



Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d,
untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017

sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal Rp 3.039.283.523.298,57
b. Surplus/Defisit LO Rp 2.573.350.721.983,85

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
/Kesalahan Mendasar Rp 2.760.009.416,43

d Ekuitas Akhir Rp 5.615.394.254.698,85

Pasal 7

Neraca dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp 5.921.769.550.699,53

b. Jumlah Kewajiban Rp 306.375.296.000,68

c. Jumlah Ekuitas Rp 5.615.394.254.698,85
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas di BUD per 1 Januari 2017 Rp 362.072.996.101,42
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 433.026.883.553,11

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non (Rp 655.214.262.994,48)

Keuangan
4. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp 0,00

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran (Rp 316.591.982.00)

¢ Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember 2017 Rp 140.066.277.092,90

Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.

Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran [X

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV

Lampiran XVI

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut

Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut

Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut

Urusan  Pemerintahan  Daerah, Organisasi,

Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar
Tertagih;

Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;



p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX . Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah

t. Lampiran XX

Pasal 11

Gubernur menetapkan  Peraturan Gubernur tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal2g L ustus 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (7-197/2018 )



q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.  Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

t.  Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Gubernur  menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (7-197/2018)



q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

t.  Lampiran XX . Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Gubernur menetapkan  Peraturan  Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 L uvstus 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (7-197/2018 )



q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX ; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Gubernur  menetapkan  Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 29 Azustus 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRTANTO LAMBRIE
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q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah

t Lampiran XX

Pasal 11

Gubernur  menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Agustus 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd
IRTANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Agustus 20
Pj. SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SYAIFUL HERMAN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (7-197/2018)



q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah

t. Lampiran XX

Pasal 11

Gubernur  menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Tanjung Selor

Sekre?n;\mm‘m 3 Provmsn Kalimantan Utara pada tanggal 29 Agustus 2018

0 kum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

oro, S.H., M.H. ttd
IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tangga_l 29 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd
SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (7-197/2018 )
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